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Abstract

The currently well-established study of policy-making has been

recultant to accept the contribution of post-modernist’s poini of view
even »though the state of the art of study is prone fo numerou;
crificism. This article argues that the oy 80img atlempt to rearient
of the rqle of the state would be conducipe Jor the posimoder;:is{
perspective in policy-mnking, especially policy formulation, |
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Pengantar

dekad Dlenltang }?ostmoderr"lisme yang dikumandangkan beberapa
*¢ lalu, terlepas dari bagaimana orang mengartikannya
?enylsakan gema yang panjang. Banyak literatur dan
1bgat untuk secara khusus mendalami serta melihat i
bagl perkembangan bidang kajian vang lain dalam ran
sosial. Hal yang sama terjadi di tanah air, walaupun relatif sa
terlgmbe?t. Baru pgda dekade 1990-an ini, wacana postmo‘.ierniyz;gfet
dgt_ai(ltu‘»dlgandrungl vang dfcerminkan oleh begitu banyaknya mli;zln
tskusy, serta buku yang diterbitkan untuk keper]uathersebut I
- am\/\/talaupun Populer sebagai suatu lahan kajian, sejauh
pengamatan penulis, wacana postmodernisme di tanah air belum
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banyak merasuki ranah kajian ilmu sosial lain di luar filsafat, sastra,
dan sosiologi. Apalagi untuk konteks administrasi publik secara umum
dan kebijakan publik secara khusus. Hal itu boleh jadi dipengaruhi
oleh misorientasi perkembangan dan pengembangan disiplin tersebut
yang masih didominasi oleh kepentingan-kepentingan praktis-
pragmatis. Konsumen atau peminatnya masih terbatas pada kalangan
intelektual kampus. Dalam lingkup yang demikian, upaya memahami
substansi kebijakan secara mendalam (beyond policy) tidak
mendapatkan tempat yang selayaknya. Implikasinya adalah terjadinya
suatu penumpulan atau pendangkalan makna kebijakan publik,
sehingga proses formulasi dan sederetan proses lainnva hanya dilihat
sebagai proyek teknokratis yang dapat diatasi dengan introduksi
pengetahuan dan kemampuan-kemampuan teknis modern.
Sementara makna terdalam yang seharusnya mendapatkan perhatian
khusus menjadi agak terabaikan, atau mungkin dengan sengaja
dilupakan. Dengan kata lain, perangkat pengetahuan dan
kemampuan modern dijadikan garansi kualitas kebijakan yang
dihasilkan. Pada titik yang lebih ekstrim, utilisasi pengetahuan dan
kemampuan modern itu dijadikan acuan moral dalam menilai suatu
kebijakan. Artinya, suatu kebijakan hanya akan dinilai baik, dan atau
buruk, jika mengacu dan berada dalam kerangka modernitas.

Guna menghindari kecenderungan tersebut, wacana kebijakan
publik perlu kembali dipahami secara utuh, tidak sekedar sebagai
outcomes proses politik murni, tetapi juga sebagai proses sosial, atau
malah mungkin sebagai proses berfilsafat. Dengan konstantasi ini
dimaksudkan agar diskursus kebijakan publik idealnya harus
diarahkan pada upaya mencari esensi public interest yang upaya
formulasinya membutuhkan suatu pendekatan khusus di luar
pendekatan ortodoks-konvensional sebagaimana dipakai selama ini.
Idealisme minimal yang dibangun adalah konstruksi kebijakan yang
mampu mengakomodasi esensi kebijakan, baik dari sudut pandang
prosedural maupun substansinya. Di sini, postmodernisme dapat
digunakan sebagai enfry point, yang melalui preskripsi-preskripst
visionernya, mampu menghadirkan nuansa kebijakan publik yang
tidak sekedar berbeda dari nuansa kebijakan dengan pendekatan
konvensional sebelumnya, tetapi benar-benar unik c.q. komunikatif,
partisipatif, dan emansipatoris.

207



Tulisan ini akan diawali dengan paparan singkat tentang
gagasan-gagasan postmodernisme, lalu diikuti oleh tantangan yang
dikedepankannya terhadap proses formulasi kebijakan kontemporer,
sebelum akhirnya ditutup dengan kembali menvusupkan semangat
postmodernisme dalam upaya melakukan transformasi atas praktek-
praktek kebijakan publik yang telah terkontaminasi itu. Pada bagian
penutup inilah akan dirumuskan beberapa agenda praktis formulasi

kebijakan masa depan dengan tetap menggunakan sudut pandang
postmodernisme.

Agenda Postmodernisme

Postmodernisme dapat dipahami sebagai rentang sejarah
setelah modernisme, sebagai suatu cara hidup, maupun sebagai cara
berpikir atau perspektif. Konsepsi pertama cenderung ditolak
mengingat postmodernisme pada hakekatnya merupakan provek
modernisme yang belum selesai (unfushed project of modernisni).
Bagaimana mungkin kita melangkah ke era postmodern kalau yang
modern saja belum sepenuhnya diwujudkan? Sementara cara
pandang yang kedua dan ketiga tebih mudah diterima kendati sulit
untuk dipahami sebagai negasi atas tradisi-tradisi modernisme.
Tulisan ini akan difokuskan pada cara pandang vang ketiga.

Sebagai sebuah mode of thought atau sudut pandang,
postmodernisme merupakan selebrasi dan legitimasi dari “otherness”
dan “difference” (Lyotard, 1984; Fox and Miller, 1995:60). Dengan kata
lain, postmodernisme merupakan afirmasi atas proses demasifikasi,
multiplikasi, atau yang lebih populer dengan dekonstruksi grand-nar-
ratives menjadi pecahan-pecahan neeta-narratives. Narasi-narasi besar
yang sebelumnya diterima begitu saja (taken for granted), kembali
dipertanyakan secara kritis oleh postmodernisme. Karenanya tidak
sedikit kalangan yang menvebut perspektif ini sebagai abad ilmiah
yang ditandai oleh nihilisme, anarkisme dan pluralisme permainan
bahasa.

Upaya menghidupkan diskursus dengan memecah-mecah
narasi besar, dalam tradisi ini, dilakukan dengan menggunakan
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bahasa'. Bahasa dijadikan analytical tool utama untuk'melegm}-lr}:si
sekaligus mendelegitimasi suatu wacana, dan kar,enar\ya;trae‘:.;a_"
sosial. Implikasinya adalah terjadinya pertarungan w acani, ]m%;s
dikenal sebagai language gane dalam kerangka p‘embenl-u anE 'rea. .'M
(Klein, 1987). Begitu sentralnya peran bahasa sei.ml%g':. .‘...:t s\;;ec: ['irt{3
of words that create the world of Hngs..,»(Lfacar\, 1977, c cxlaxtl\(t_ o ,«an ,
1996: 215). Dengan pertimbang;lln .1m [:mla, setblap“: 19;_}ha5§
berkepentingan akan berusaha menjadikan nahasar_‘l} ase L.ia\x__,eil a e
komunikasi utama karena di dalfwm bahasa tcrselwtlp i eohtzg;ma :
kepentingan tertentu yang dapat dlsusupke'\‘n 5ec:lara1515‘t.(.‘ma s, Vergi
tidak kelihatan, ke dalam ranah publik. Inilah 1\1rar'1_\z§ verst
kontemporer Habermas (1971) ketka zm‘ngatékarf bahwa bahas

adalah sarana lain menuju kekuasaan dan domlpaS). N ol

Peran sentral bahasa di sini hendaknya tidak secara daﬁg a

dipahami sebagai sekedar media lf(.trﬁunikasi blasa._kSL,‘,ba'hkn_\'g,e?::?:EZ
vang diungkapkan bisa menjadi Qndakan pohh yvang perusan:
mendominasi, atau bahkan mematlkfm, pc.3rma1qan—per117:a;: "l -
Dengan demikian, berbicara be@rh “berkﬂaht blatt\a\:a (S:r];.;wrtgo
dalam pergulatan agonistik lalu lintas permainan baha g ,
994: 59). o
e Dt))igunakannya bahasa sebagai wahana Zt‘am:k:;e:;ll;;:;
implikasi yang sangat serius. Yang lan%su’r’\g dapat iras adalan
bahwa klaim Kebenaran (dengan .K kapllt(alb) tun%gontnlogis
ditanggapi dengan sinisme epistemologis karena xebenara onie o8
tidak bisa direduksi dengan sekedar menggunakan. carfa—c.z; 0[;””
modern vang memberikan tempat utama pada ratio g(’ng:_o;rgustl_;
sava l?»er'pikir, maka sava ada). Sebaliknya, p:ostrf‘!od.a rins eri{_,asan
membuka ruang yang selebar-leb'arnya bagi ter;.al 1'n)C211 ll?i eing
rasionalitas dengan turut memperhmbangkan ste)gtk am“Tzlm” te.tapi
yang mungkin irrasional. Jadi vang diperlukan bukan

ik enekand a peran wacana sebagal
: i i node .mberikan penekanan pada p _
o i s ‘a; T€ I;'t s sosial ndak bisa ditemukan dalam
pembentuk realitas dan bukan sebaliknya; reah .a,l Y <]dh e - out Al
< y Namun wacana bukan P o=
ubyek melainkan dalam wacana. vald ok A e i
flen)fa'm hahasa karena wacana mengandung matriks pm“lkagrs:;\‘a:a i iky“ ssmd!a—
leb!'n. luas dan kompleks lika tuhsan ind difokuskan pada p:r s kugerlbatasan e
mata up ';\‘a penalis untuk menyederhanakan pembahasan karen
walaupur; ada bahaya besar bagt terjadinya reduksi.
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“Understanding” (Barth, 1996). Nampaknya inilah yang menjadi pintu
masuk bagi “intersubyektivitas’, atau yang dikenal juga sebagai
‘kebenaran-kebenaran’. Rasionalitas instrumental yang begitu
diagungkan dalam tradisi modernisme mendapat peluang untuk
melangkah lebih maju menuju rasionalitas komunikatif, dan akhimya
rasionalitas emansipatoris. Pada titik ini pula cara berpikir alternatif
yang bersifat paralogis menggercgoti narasi-narasi besar yang
didukung permainan bahasa dominan yang telah mapan dengan
mengaktifkan perbedaan serta melakukan jnovasi dan eksperimentasi
terus menerus¥smendapatkan tempat yang selayaknva. Inilah cara
berpikir Wittgenstein ala Lyotardian yang menghendaki kembalinya
pragmalika baliasa, yaitu suatu pengakuan terus terang bahwa manusia
memang dilingkupi oleh berbagai permainan bahasa yang sulit
berkomunikasi secara adil dan bebas.

Pragmatika bahasa sebagaimana disebutkan di atas lebih lanjut
menvatakan bahwa bahasa memang bukan suatu gejala tunggal,
melainkan sebagai realitas vang sejarah maupun karakter dasarnya
bersifat lokal dan spesifik. Dimensi lokalitas inilah yang melahirkan
pluralisme diskursus serta media ekspresinya. Klaim-klaim eksistensi
agenda monolitik menjadi tidak relevan, dan karenanya, harus ditolak.
Pada ttik terdalam, klaim semacam itu bertentangan dengan dimenst
ontologis, walaupun mungkin secara epitemologis dan metodologis
bisa diterima. Karenanya, tantangan utama dunia ilmu pengetahuan
secara keseluruhan sebagaimana dikedepankan postmodernisme
adalah merumuskan ilmu pengetahuan yang sccara ontologis benar,
diterima secara epistimologis dan dapat dipahami dari sudut
metodologis.

Penegasan terakhir ini merupakan tantangan sekaligus
peluang untuk melakukan perombakan dalam berbagai cara berpikir
yang terlanjur mengalami bias modernitas. Seolah-olah pekerjaan
mengubah dunia adalah pekerjaan sederhana yang dapat ditangani
dengan metodologi yang canggih. Realitas dunia terlalu kompleks
uuntuk hanya dipercayakan kepada metodologi vang terkadang
ahistoris. Sebuah pendekatan yang komprehensif dengan kembali

mengkritisi peran bahasa merupakan prasyarat minimal menuju
perombakan tersebut.
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Dengan kerangka kerja yang demikian, tuljsan.ir}i‘ sekaligus
menolak hahwa postmodernisme merupakan proyek nihilisme yang
tidak menghasilkan apa-apa. Penulis jusftr11 berpendapat bahwa
postmodernisme menvuntikkan spirituahtﬁas baru, vang menc.oba
memahami dekonstruksi wacana secara afirmatif. Konsentrasinya
bukan pada upava menemukan "kesalaimn-kes(alahan”,_tetapi juga
mencoba meredefinisi segala aspek yang terkandung di dalarm.‘lya
dengan (1) menemukan eksepss darisuatu gener'ahsa& dan gen‘erahtas
yvang sedang berlaky, (2) menginterpretas: realitas secara radikal, (3)
menolak segala bentuk ortodoksi, termasuk keabsahan-keabsahan
‘:'\l.mrcmia.vr:al, serta (4) membuka peluang bagi dicapainya
pemahaman multi-interpretasi atas suatu realitas. Inilah }.dr_an)fa yang
menjadi tantangan utama bagi dunia modern Cl("\\'?lSZ? ini sekaligus
peluang untuk melakukan perombakan vang 1ebA1h mend.asar.
Kuncinva ada pada bagaimana memaknai bahasa, baik sebagai me-
dia komunikasi maupun sebagai pembentuk ree’\htas, serta Surgala'dﬁpek
yang terkandung di dalamnya sepert pemakaian kata, angka, simbol,
Jan sebagainya.

Formulasi Kebijakan Modern di Era Postmodern

Dengan karakter dan cara pandang seperti diuraikan di atas,
postmoder;ﬁsme jelas berbeda dengan modelrnismc Atau lebib
tepatmya, postmodernisme lahir scbagai kritik intelektual terhadap
modernisme. Proyek besarnya, dalam pandangan saya, adalah
bagaimana mencegah ekspansi modernisme, yang mela!ul perangkat-.
perangkat pengetahuannya telah membert kor\tr.(bum dalam porst
vang signifikan terhadap berbagai persoalan dunia modgm. Dalam
ranah kebijakan publik, perangkat dimaksud telah mengkristal dalam
bentuk hegemoni negara. o

Focal point pendekatan konvensional dalam formula& kebqakan.
publik adalah model teknokratis rasional vang akl:urnya meredukst
kebijakan publik sebagal proses dan hasil kerja Fekmk. Da!am kontlfks
yang demikian, proses formulasi kebijakan publik hanya dipercayakan
kepada mercka yang menguasai pengetahun dan kemampuan t.ertfthu:
Pengetahuan dan kemampuan-kemampuan tefsgbut dapat fllpe.a]a'n
dan diproduksi oleh institusi-institusi pendidikan. [mplikasinya,
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pendekatan konvensional merupakan pendekatan eksklusif yang
hanya dapat dikonsumsi kalangan tertentu. Dari sini muncul karakter
elitisnya dengan negara sebagai aktor utamanya.

Oversimplifikasi semacam itu juga mengambil bentuk dalam
demokrasi perwakilan. Pada demokrasi ini, hanya sebagian elil yang
diasumsikan mewakili warga saja yang dilibatkan dalam proses
kebijakan. Asumsi tersebut memang berguna, namun tidak banyak
menggambarkan realitas empiris sehingga mendatangkan ironi
tersendiri. Ironi-ironi tersebut lahir dalam bentuk kritikan yang
akhirnya mengkristal menjadi beberapa sudut pandang dalam menilai
kebijakan publik, yang secara langsung atau tidak langsung
memberikan pukulan telak kepada demokrasi perwakilan. Pertanyaan
utama yang diajukan adalah mengapa harus demokrasi perwakilan
ketika kondisi sosial masyarakat menghendakj dan fisibel bagi
penerapan demokrasi langsung atau yang populer disebut partisipasi?

Selain kedua masalah di atas, hal lain yang sering dijadikan
sasaran kritik adalah bahwa pola formulasi kebijakan konvensional
(modern) tidak pernah secara kritis mempertanyakan media yang
digunakan dalam proses tersebut, seperti bahasa, angka, simbo], dan
lain sebagainya. Padahal dimensi-dimensi tersebut, sadar atau tidak
sadar, sangat memberi warna pada kebijakan yang dihasilkan.
Bahasa, angka dan simbol sangat menentukan apa makna sebuah
kebijakan serta kepentingan siapa yang diperjuangkannya. Uraian
Deborah Stone (1997), terutama bab 6 dan 7 penting untuk dicermati
di sini.

Ramainya pertarungan tentang apakah esensi kebijakan publik
ituskepentingan  publik  yang  mana, siapa yang
mengartikulasikannya, dan sebagainya¥telah melahirkan sejumlah
pendekatan. Kendati beragam dalam argumentasi, terdapat benang
merah yang menjanjikan optimisme awal bahwa sebenarnya wacana
tersebut telah lama menimbulkan polemik. Sasarannya adalah

menghasilkan suatu pemahaman vang relatif komprehensif sechingga
cara berpikir naif yang cenderung melihat kebijakan sebagai ‘given’
bisa dihindari. Beberapa pendapat akan dikutip di sini.

Meminjam kategorisasi yang dibuat Merilee S. Grindle dan John
W. Thomas (1991: chapter 2), ada 2 pendekatan utama dalam
memahami kebijakan publik yaitu (1) pendckatan yang berpusat pada
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masvarakat, dan (2) pendekatan yang berpusat pada negara. Masing-
mas’ing pendekatan dibagi Jagi atas tiga pendekatan. Pgn.dell:altan
pertama dapat dibagi lagi ke dalam pende_katan anahs&s ekas,
pendekatan pluralis dan pendekatan pldbll? choice. Sedang ban
pendekatan kedua dibagi atas moil(el akt(?r rasxonal,r};endekatan u-
ati tics dan pendekatan kepentfingan negara.
mmaat;’ceiotziljii;tan-ppendekatan tersebut‘ terutama beru.saha
menjawab pertanyaan: siapa vang mengartxkulasdﬁan keplent%xl‘:gat;
ublik, dan kepentingan publik mana yang d1art1.ku as; an?
Pendekatan kelas melihat bahwa kepentingan kelas dorminanla 11,<cq
kaum kapitalis, yang akan diformulagkan: Negara, denganlzie.ml 1tanl;
menjadi alat kelas tersebult lyang iek;hguiodzﬂ?athiﬁz ai untu
coptasi kelas lain melalui mekanisme KOT} e.
mengl\olgepndekatan pluralis, pada tempat lam,‘ rpellha}t} ll(aahfy;
kebijakan publik merupakan hasil konr}p»rom) vang dliprlcu ole 'OI:nlla};
pertarungan, dan pembentukan ko_alls¥ strategis di antara SEJu o
besar kelompok sosial yang diorganisasi untuk memper]uga;g4 arjl_a i
melindungi kepentingan para anggotanya”(Skocpol, 1987: ()1 e ne
sentralnya adalah promosi tujuan keb.llakan be.rsgma engara
dukunga;\ sistem resolusi konflik yang;lelauf memadai di mananeg
indak sebagai wasit yang adil. ‘
e beSrct?a(:ngi\ p%ndekatan pu%?lic choice, belrangkat dar11. 1~<ont‘elli<§|
masvarakat vang digambarkan sebaggi ren't—seekmg SOfleh{. Elit te}zpius
dalam neé;ara merupakan policy instrument §a2g arim
memperjuangkan kepentingan aktor-aktor terse.but .Pan -andga: n
punya similaritas dengan pandangan plura)hs di atas, Saigam
perL;edaaxw penekanan pada peran negara. Ierz?n ne%‘arka.m lar
pandangan terakhir ini bukanlah s§baga1 arb1tr§t01 ata;'k a Sxe ;ikag
netral dalam proses formulasi kebijakan sebagaimana G1KONSEP:
pandang;rrrlxeiltirr:hiiu, kelompok pendekatan kedga mempuny}a)u ;:,3;
argumentasi yang agak berbeda. Model aktor rasional meh»hat 1a "
para pembuat kebijakan (negara) adalab aktor-aktor ;as.lg:fzaorLaSég
mampu relakukan kalkulasi untung-rugl, mengaku;;nu taSl‘llihan ,ané
menilai sejumlah alternatif yang ters§d1a, serta mem ua p)l kan}()leb
rasional. Pendekatan kedua, politik bu'okratﬂi, yang dipopuler Bt
Graham Allison (1971), melihat bahwa kebijakan publik merup
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hasi isi dari oA o
S;jxtlukompehs:jdau berbagai entitas atay departemen yang ada dal
negara dengan lemb ' ) addddlam
5 aga---embaga em :
uta ‘av 253 pemerintah sebagai
o ma.nya.)angtt.ukatolph konteks, peran kepenrjngan dan%a :k_EOr
ranisasi , . ' apasita
mfm akjgnaff]} a. Sedangkan pendekatan terakhir pada dagarm-c;5
se-i;'x .vE)i ;ktarebpons terhadap pendekatan kelag. Nevara dia}l 2
de;;ui%:i:' axtar otonom yang memiliki kepentingan sendiri Degg g
ian, ) . o ' : n
e ?eg ntra mampu memformulasikan agenda publik sccga?:
benden serta merumuskan alternalif eolic; -Car
. an ¢ atif solusi atas 3
x - L cn -
tersebu]t; Jad]x. nIegara bukanlah alatskelompok fertenhjg da-agenda
enulis lain memberikan uraj '
) _ é alan dalam : PYIRTEN
berbeda. Jan Erik Lane (1995) membaos kategorisasi vang agak
dalam l‘eherl;- model 1Z> I\m( mba&:’r Wdacana kebljakan }‘-UHEk ke
: -~ crapa model pendekatan, vaity (1) pe ]
yang melihat adanya N an, 1 (1) pendekatan demografik
) ¢ vapengaruh lingkunean terh;
2} model inkreme o cunganterhadap proses kebija
Iio)mbi,: L‘I.In%\lf anfa! vang melihat formulasj kl.‘%ljakan ‘;C}b'k.a”,’
Pombaham \-dn{abel mnternal dan eksternal dengan tekmq‘n Ag!m
' an gradual dari kondisi ¢t -0 Han paaa
=} c status-guo, (3 ¥
maodel enrbaoe 110, (3) model rasiona
diberiké; rbage can, dan (5) model collective chojce Aksentuasinya l]/ "
~ "o e < 3
I\/); pé}:iabprObcs atau mekanisme perumusan kebij'!k‘];] l
asth banvak model Jaj Lo
_— . Co N Vvang dapat di
memahami ke : . . “ g dap Igunakanr untuk
yang djwaki}f?akm.‘ publik, baik aktor, Proses maupun kepentin -r:l\
Eerqebut H li ang jelas belum ada eksplanasi tunggal untuk wa -
S . atl inj S(‘!_‘!{)[‘l')rn\-a m acdana
, arn) erupakan salah
postmodernisme, wal: - ah satu semanga
beragam SUdsr;m., :\.aiaupun fdak secara cksphsitdinvatakan, D{*nfant
olot a‘ [u padang tersebut seharusnya sudah di’sadari i tu
) £yl ‘ e
wacar]'l3 lrla G mj! makers, bahwa wacana kebijakan publik b ku almla
a tunggal yang dapat dipahami dar: {Kaniah
Dalam kontoks vane at dipahami dari satu sudut and ]
cks vang spesifik. d; Pandang saja.
yang spesitik, dibuntuhk;z . S
pula. Dengan sendirinya peran nc];’jwn Peﬂdel\a}:an yang spesifik
sebagaimana di; N -bara yang begitu doming
terha%am1}r11 d.ljllmpa] di Indeonesia merupakan gen o km an
dap pluralitas, dan karenanya, terhadap pe ging aran
sendirj, - P postmodernisme ify
Sent'ra] 4 o
Indonesis bai'}:}qﬂeﬁ*uap negara dalam wilayah kebijakan publik di
nemiliki beber »1‘ agla_;( ag‘regafor, artikulator maupun formulator
menjadi ker | P;‘lmp 1xasi penting, Implikasi-implikasi tersebut turut/
publik merﬁﬂ'1a N postmodernisme. Periama, wacana kebijakan
Pusat kekﬁ;;;;n‘-vg;?i eblths yang dikuasaij segelintir elit di PJusz;t
aan. Sudah banyak kritikan i )
214 - vang dilontarkan terhadap
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pola kebijakan yang fop-down tersebut karena telah berimplikasi pada
kurang terakomodasinya pilihan publik, rendahnya komitmen
masyarakat, terjadinya learning disability dalam skala luas yang
terwujud dalam bentuk ketergantungan masyarakat pada negara,
serta rendahaya rmplementability degree dari suatu kebijakan. Wacana
partisipasi publik secara dangkal diterjemahkan menjadi partisipasi
dalam mengimplementasikan kebijakan. Sedangkan proses formulasi
dan mungkin keterlibatan dalam menikmati hasil kebijakan tersebut
menjadi domain negara dan sekutu-sekutunya.

Kedua, wacana kebijakan publik juga menjadi wacana yang
sekali jadi. Proses formulasi ideal yang seharusnya mehbatkan debat
publik dan dilakukan secara transparan tidak terjadi. Dengan
demikian, bias kepentingan elit semakin sulit untuk dihindari.

Keifign, negara adalah aktor vang relatif otonom. Otonomi
tersebut tidak hanya diartikan sebagai kemampuan negara untuk
melepaskan diri dari pengaruh publik untuk menjadi aktor yang netral
dan independen, tetapi lebih jauh diwujudkan dengan kemampuan
negara mem-by pass kepentingan publik (Mas’oed, 1997). Hal itu
dimungkinkan karena hanya negaralah yang memiliki sumberdaya
vang memadal, baik secara politik (partai pemenang pemilu adalah
partai pemerintah), administratif (adanya dukungan birokrasi),

maupun pendanaan (anggaran). Dengan karakter itu, negara tidak
saja tidak tergantung pada pengaruh publik, tetapi mampu
menciptakan ketergantungan yang begitu tinggi di kalangan
masyarakat.

Keempat, aktor-aktor non-state atau supra-state juga
berpengaruh, tetapi selama ini masih berada di bawah bayang-bayang
otoritas negara. Fenomena state omnipotence mampu meredam
pengaruh publik. Politik korporatisme negara yang dijalankan

pemerintahan Orde Baru nampaknya sangat berhasil. Di samping
itu, kelompok-kelompok sosial-politik di luar negara juga dapat
dengan mudah ditundukkan karena berbagai perbedaan internal yang
dibawanya, baik dari segi ideologi, kepentingan maupun pola
gerakannya (Uhlin, 1997).

Beberapa patologi tersebut hanya sedikit contoh dari sekian
banyak problem kebijakan di tanah air. Suatu upaya perombakan
segera dan mendasar perlu segera dilakukan. Pokok-pokok pikiran
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postmodernisme yang diuraikan sebelumnya d i ‘
_ sme y va dapat dipaka agai
entry point di sinj. F pakal sebaget

Reoricntasi Peran Negara

TR F T i e }
. Dalam se mangat postmodern, ada beberapa agenda vag dap
dilakukan dalam kerangka transf ' A
hatt dalam kerangka transformasi atau reformasi kebijakan
I‘_')ubllk‘ d} tanah air, khususnya vang berhubungan dengan prose
formulasi kebijakan. N A S
P v b 1T Tar e Sy Ea s :
o e r‘ur}mm;, reonentast dan reformulasi peran negara. Mengapa
2 . il: & . iri - o y
) itu perlu u.lalfukdn? }.<awna selama ini negara berperan terlalu
dominan dengan berbagai implikasi vang sudah dipapark i
T s yang sudah dipaparkan di atas.
i; k.L. arusnya hanya berperan sebagai katalisator sebagaimana
ditdealkan David Osborne dan Tedd Gaehler (1992) Sebaga,
”atahsg_il'o.r, negara harus lebih banyak menjadi “pendengar” -bu!j,m
pembicara”. Dalam iklim vang demiki ' inkan w <
pe : | P ydlg demikian, dimungkinkan wacana-
b'(l:ana pmggiran yang diungkapkan melalui bahasa rakyat, bukan
ahasa negara yang adalah bahasa kekuasaan. Nepara juga harus
menjalankan peran agential leaders - it
men) peran agential teadership: suatu model peran adminis
r‘ . i .3 = . 3 . . )
atif yang berorientasi pada penciptaan dan pengarahan dialo
kebijakan (McSwite, 1996). ’ °
Kedin < judk l
meiad b ,Igntu]\ mewujudkan poin pertama, delegasi otoritas
t Jadi kondisi sue que non. Hal ity dapat dilakukan lewat kebijakan
oto : dac i 1 :
vannox?x dacrah hingga ke tingkat lokal, namun tidak seperti otonomi
) g dirancang pemerintah lewat paket-paket regulasi selama ini
Oe:l‘nasulf lewat UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 10“0!
0 : N . ] ) A e P
- nomi mt_:updk.an prinsip dasar demokrasi vang pada akhirnya
an ml:-xmpu melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh
- - . 7 .
iarc:sei obl;_dkan. Khusus untuk konteks formulasi, hal ity menjadi
ne =3 B [ :
masg,fa ‘p;nhng untuk“mengangkat derajat partisipasi dan komitmen
mas}ala at. Pola kebijakan botlom-up yang berangkat dari feit needs
Ig%\)ie;‘lrakat d{an bersifat lokal dan spesifik (Rubin & Rubin, 1986; Ife
7b} hanva da i ’ kian
pale 2pat diwujudkan kalau ada otonomi tersebut. Demikian
dik(u), t( 2om1 dapat mencegah meluapnya wacana tunggal yang
nstruksi n ' itj
Ko legara dan diterapkan secara monol;tik untuk berbagai
an situasi vanyg sebenarnya sangat berbeda.
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Ketign dan terakhir, formulasi kebijakan sebaiknya tidak
dipahami sebagai proses vang sekali jadi. Sebaliknya, ia merupakan
proses dinamus yang disertai upaya kritis terus menerus. Dalam bahasa
postmodernisme, pola semacam ini akan dapat menghindari
terbentuknya hiper-realitas ketika kebijakan menjadi produk rigid
vang imun kritik. Debat publik dan dialog yang komurukatif perlu
dihidupkan dan dimensi intersubyektivitas harus mendapat tempat
vang selavaknva (McSwite, 1996). Dalam konteks ini, negara
merupakan komunitas dialog.

Kunci dari ketiga agenda tersebut sebenarnya terletak pada
poin pertama. Bagaimana negara memandang dirinya akan
mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang negara serta
segala aktivitasnya. Sejauh negara melihat dirinya sebagai “hiper-
realitas” yang mengatasi masyarakat, sejauh itu pula kebijakan publik
akan kehilangan esensinva. Reformasi kebijakan publik di tanah air
hendaknya tidak melupakan poin ini. Yaitu secara kritis melakukan
reinterpretasi tcrhadap makna negara dan aktivitasnva. Konsumsi
makna vang hanya mencapai taraf permukaan merupakan konsumsi
superfisial, vaitu konsumsi demi konsumsi itu sendiri yang tak mampu

mencerna makna terdalam dari suatu narasi. Di sinilah sebenarnya
letak kontribusi utama postmodernisme bagi dinamika proses

formulasi kebijakan publik.***
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